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ABSTRAK

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang disahkan pada tanggal 11 Februari 2022
sebagai bagian dari peluncuran Merdeka Belajar Episode 15. Kurikulum yang disahkan oleh
Kemenristekdikti dibawah arahan Nadiem Anwar Makarim ini cukup erat kaitannya dengan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Penulis melakukan studi kesiapan impelementasi di Kabupaten Boyolali melalui metode Kualitatif
dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, studi pustaka dan studi audio. Subjek penelitian
terdiri dari 10 Sekolah Dasar Kategori Penggerak yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten
Boyolali serta 21 informan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian sekolah dasar sangat terbantu dengan adanya Insentif
dana Program Sekolah Penggerak sebesar 80 juta di tahun pertama untuk digitalisasi pendidikan.
Tanpa adanya dana ini, sebanyak 8 sekolah belum siap dalam implementasi kurikulum ini secara
penuh di satuan pendidikannya. Kendala dan tantangan terbesar terlatak pada proses adaptasi
teknologi di satuan pendidikan demi tuntutan transformasi digitalisasi bidang pendidikan.

Penulis menyarankan kepada tenaga pendidik dan pelaku kebijakan untuk terus dapat beradaptasi
menjadi pembelajar seumur hidup dan merevolusi pola pikir/ mindset seiring perubahan zaman.
Tantangan kedepannya ialah bagaimana menumbuhkan sikap saling memiliki (sense of belongings)
bagi semua pihak di satuan pendidikan dalam menjaga dan merawat fasilitas sarana dan prasarana
penunjang pendidikan.

Kata kunci : kurikulum merdeka, iptek, digitalisasi pendidikan, sekolah penggerak
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ABSTRACT

The Merdeka Curriculum is a new curriculum that was approved on February 11 2022 as part of the
launch of Merdeka Belajar Episode 15. The curriculum, which was approved by the Ministry of
Research, Technology and Higher Education under the direction of Nadiem Anwar Makarim, is quite
closely related to Science and Technology (IPTEK).
The author conducted a study of implementation readiness in Boyolali Regency using qualitative
methods with in-depth interviews, field observations, literature studies and audio studies. The
research subjects consisted of 10 Activator Category Elementary Schools spread across 10 Districts
in Boyolali Regency and 21 informants.
The research results prove that some elementary schools were greatly helped by the School
Mobilization Program funding incentive of 80 million in the first year for the digitalization of
education. Without this funding, as many as 8 schools would not be ready to fully implement this
curriculum in their educational units. The biggest obstacles and challenges lie in the process of
adapting technology in educational units to meet the demands of digital transformation in the
education sector.
The author advises educators and policy actors to continue to be able to adapt to become lifelong
learners and revolutionize their thinking/mindset as times change. The challenge for the future is
how to foster an attitude of mutual belonging (sense of belonging) for all parties in the education
unit in maintaining and caring for the facilities and infrastructure that support education.

Keywords : independent curriculum, science and technology, education digitalization penggerak
school
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PENDAHULUAN

Kurikulum berperan vital sebagai jantung
suatu sistem pendidikan. Indonesia sudah
mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11
kali sejak proklamasi kemerdekaan (Aprima,
2022). Pada tanggal 10 Desember 2019,
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI mengubah dan menetapkan
kurikulum merdeka yang merupakan
penyempurnaan dari Kurikulum 2013
(Rahmadayanti, 2022). Konsep Kurikulum
Merdeka juga biasa disebut dengan “Merdeka
Belajar” ini banyak mendapat respons positif
serta negatif ditengah peluncurannya ditengah
pandemi covid-19 yang mengubah paradigma
dan sistem pembelajaran di Indonesia
(Sunarni, 2023).

Jika kita sudah mempunyai konsep yang baik,
maka 60% keberhasilan sudah di tangan.
Namun yang 60% itu pun akan hangus jika
40% implementasinya tidak konsisten dengan
konsep. Malangnya lagi banyak peneliti yang
menemukan bahwa dari konsep- konsep
perencanaan, rata-rata konsisten
implementasinya antara 10-20% saja.
(Nugroho, 2021). Akankah kurikulum baru ini
mengatasi masalah prioritas dalam bidang
pendidikan seperti kesenjangan tenaga
pendidik, sarana prasarana dan pengawasan
alokasi dana daerah yang rendah? (Syahrani,
2019; Hidayat, 2017). Apakah kurikulum
yang digodok pemerintah ini dapat mengatasi
learning loss di tengah keterpurukan tingkat
pendidikan Indonesia serta mengadaptasi
IPTEK yang menjadi salah satu masalah
krusial di dunia pendidikan ? (Sista, 2018;
Nugraha, 2022)

Provinsi Jawa Tengah meningkati posisi
ketiga yang memiliki Sekolah Dasar terbanyak
dari total 34 Provinsi di Indonesia yakni
sebanyak 18.732 dibawah Provinsi Jawa Barat
disusul Jawa Timur (Kemdikbud, 2023).
Namun, sayangnya per April 2023, baru
terdapat 843  dasar yang berkategori sekolah
penggerak di Provinsi Jawa Tengah dan hanya

terdapat 31 sekolah dasar yang berkategori
sekolah penggerak dari total 584 sekolah dasar
yang tersebar di Kabupaten Boyolali.
(Kemendikbudristek, 2023). Hal ini juga
terjadi di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah
yang hanya memiliki puluhan jenis sekolah
penggerak dari ribuan total sekolah jenjang
SD. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan
bagi penulis untuk lebih mengkaji dan
meneliti kesiapan implementasi kurikulum
baru ini. Kesiapan IPTEK, para tenaga
pendidik, keadaan sarana prasarana/ fasilitas
pendidikan juga patut diuji demi tercapainya
IKM secara optimal di Kabupaten Boyolali.
Pengaruh IPTEK juga dapat mendukung atau
menghambat keberhasilan dari suatu
kebijakan, tak terkecuali kebijakan kurikulum
di dunia pendidikan (Ramadhan, 2022)

Dalam membantu para tenaga pendidik untuk
lebih memahami esensi kurikulum merdeka,
Kemendikbudristek menyediakan wadah yang
dinamakan “Platform Merdeka Mengajar”.
Wadah ini merupakan alat bantu berupa materi
pengajaran, video inspirasi mengajar, bahan
uji kompetensi, wadah berbagi komunitas
pengajar, dan hal-hal dasar lainnya terkait
profil pelajar pancasila, capaian pembelajaran
dan beberapa dokumen. Namun, dalam
penelitian yang dilakukan Zzulfa (2022),
ditemukan fakta bahwa ada keterbatasan limit
jumlah pengunjung/kuota dalam mengakses
platform itu yang mengakibatkan kurang
optimalnya guru sebagai tenaga pengajar
dalam memanfaatkan platform merdeka
mengajar, oleh karena itu, penting untuk
segera dilakukan studi terkait implementasi
kurikulum merdeka ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan studi kasus. Penulis melakukan studi
impelementasi di Kabupaten Boyolali melalui
wawancara mendalam, observasi lapangan,
studi pustaka dan studi audio. Subjek
penelitian terdiri dari 10 Sekolah Dasar
Kategori Penggerak yang tersebar di 10
Kecamatan di Kabupaten Boyolali serta 21
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informan yang terdiri dari kepala sekolah,
guru, kepala dinas dan kepala seksi kurikulum
jenjang sekolah dasar di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Peneliti
menggunakan kerangka teori dari model Brian
W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1970)
dalam Nugroho (2021). Penelitian ini juga
menganalisis pola implementasi antar aktor
terdampak kebijakan melalui pendekatan
bottom up dan manajemen jaringan. Penulis
membagi dua pihak yang terdampak pada
kebijakan ini secara langsung (internal) dan
yang tidak terdampak secara langsung
(eksternal). Pihak internal terdiri dari guru dan
kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Boyolali, fasilitator
yang ditunjuk oleh Kemenristekdikti, serta
pengawas sekolah/ penilik. Pihak eksternal
terdiri dari orang tua siswa.

PEMBAHASAN

Kemendikbudristek ketika meluncurkan
Kurikulum Merdeka sebagai episode ke-15
dari Program Merdeka Belajar, juga turut serta
meluncurkan ‘Platform Merdeka Mengajar’
(PMM) sebagai alat bantu/ perangkat ajar
yang dipercaya dapat mendukung
keberhasilan pelaksanaan kurikulum baru ini
di lapangan. Platform Merdeka Mengajar ini
tentunya hanya dapat diakses melalui koneksi
internet dan perangkat elektronik yang ada
(gawai, laptop, dan komputer). Hal ini
tentunya menjadi tantangan di berbagai satuan
pendidikan dan tenaga pendidik yang tersebar
diseluruh penjuru Tanah Air yang belum
terpenetrasi oleh sarana- prasarana teknologi
dan akses internet. Platform ini dapat diunduh
di aplikasi playstore dan juga dapat diakses di
website https://guru.kemdikbud.go.id/

Program Merdeka Belajar ini juga
meluncurkan Program Sekolah Penggerak
(PSP) sebagai episode ke-7 Program Merdeka
Belajar pada tanggal 1 Februari 2021. Program
Sekolah Penggerak adalah upaya untuk
mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian melalui

terciptanya Pelajar Pancasila, dalam arti lain,
Program ini bertujuan untuk menyukseskan
kurikulum baru yang telah dirancang
Kemendikbudristek yang masih dinamakan
Kurikulum Prototipe.

Dalam praktiknya sudah banyak sekolah yang
tertarik dan mengikuti seleksi yang diwakilkan
oleh kepala sekolahnya, namun, masih
terganjal di kendala administrasi hingga
wawancara pengalaman memimpin. Juga
banyak sekolah yang belum mengetahui
terkait program ini dan malas mendaftar
karena beban administrasi yang cukup banyak
yang wajib dipenuhi sebagai calon peserta.
Program ini memang memiliki banyak
manfaat yang dapat dirasakan langsung
maupun tidak langung oleh para satuan
pendidikan di Sekolah, selain mendapat
pendampingan langsung oleh fasilitator (pihak
yang ditunjuk langsung oleh kemendikbud)
untuk membantu penyelenggaraan suatu
sekolah dalam mengimplementasikan
kurikulum merdeka, namun, penulis merasa
paling yang membuat lebih menarik ialah
manfaat insentif/ Dana Bantuan Operasional
Sekolah Kinerja dari Program Sekolah
penggerak ini sebanyak Rp. 80.000.000,00 di
tahun pertama kemudian Rp 30.000.000,00 di
tahun kedua dan Rp 15.000.000,00 sampai
dengan Rp 20.000.000,00 di tahun ketiga
setelah dinyatakan lulus sebagai peserta PSP.

Kurikulum ini membutuhkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi  (IPTEK) serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam proses pemahaman dan penerapannya
di lapangan. Telah dijelaskan pada bagian
diatas tentang Platform Merdeka Mengajar
yang diharapkan dapat dipakai sebagai alat
bantu tenaga pendidik di satuan pendidikan
dalam mengimplementasikan kurikulum baru
ini demi mencapai tujuan yang di dambakan
pemerintah pusat.

Penulis akan membahas hasil temuan di
lapangan dengan menggunakan pisau analisis
teori Model Implementasi Brian
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W.Hoogwood dalam Nugroho (2021), yakni
sebagai berikut :

A. Analisis adanya dukungan/ tidak
dari pihak eksternal terhadap
perubahan kurikulum
(penerimaan/penolakan) dan pola
ketergantungannya (besar/ kecil).

Hal pertama yang penulis dalami ialah respons
dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali tentang Kurikulum
Merdeka serta strategi yang pihak ini
rencanakan kedepannya dalam menjawab
tantangan dan kendala implementasi di
lapangan. Konsep kurikulum merdeka
menurut Darmanto,  Kadin Disdikbud
Kabupaten Boyolali, ada 2 yaitu anak belajar
sesuai potensi minat dan bakatnya (semua
dihargai), dan merupakan alat mitigasi/
pencegahan atas dampak pandemi Covid19
yang menyebabkan learning loss. Ia mengakui
hal tersebut sebagai salah satu tantangan bagi
jajarannya untuk dapat menumbuhkan sikap
kompetisi/ persaingan diantara peserta didik
untuk meraih prestasi menuju dunia kerja
nantinya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Boyolali terus berupaya berkoordinasi dan
bekerjasama dengan fasilitator dalam
melakukan perencanaan dan pendampingan
program sekolah, monitoring dan evaluasi
Sekolah Penggerak (pelaporan kinerja). Dinas
juga memberikan pendampingan bagi sekolah
dasar yang ingin mengikuti seleksi sekolah
penggerak dan memfasilitasi adanya kegiatan
berbagi praktik baik dan pengimbasan dari
Sekolah Penggerak ke Sekolah non-
penggerak.Dinas juga berusaha
mengupayakan untuk memotivasi dan
mendorong tenaga pendidik yang cenderung
belum melek teknologi melalui workshop dan
pelatihan online maupun offline tentang
pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) pada seluruh tenaga pendidik
dan kepala sekolah di 22 Kecamatan di
Kabupaten Boyolali.

Hal kedua yang ingin ditelisik oleh penulis
pada poin ini ialah peran Fasilitator yang
ditunjuk oleh Kemendikbudristek RI dan
Penilik/ Pengawas dalam mendukung
keberhasilan program kebijakan kurikulum
merdeka. Memang sudah ada beberapa
fasilitator yang melakukan pendampingan dan
penyuluhan dengan tujuan kurikulum baru ini
dapat diterapkan secara maksimal di satuan
pendidikan. Tetapi, masih ada beberapa
Sekolah Dasar yang belum pernah di datangi
langsung (on-site) oleh fasilitator yang
ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dan hanya
melakukan pembelajaran dan konseling via
online. Berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa guru dan kepala sekolah, penulis
menilai hal ini dapat mengurangi efektivitas
dan optimalisasi keberhasilan kurikulum
merdeka ini mengingat pihak fasilitator hanya
mendengar suatu kabar/ situasi- kondisi
berdasarkan pengakuan guru dan kepala
sekolah tanpa melihat langsung situati-
kondisi di lapangan.
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Disamping kekurangan yang ada, beberapa
tenaga pendidik juga lebih merasa didukung/
lebih diperhatikan oleh fasilitator yang
ditunjuk oleh kemendikbudristek ini jika
dibandingkan dengan tahun-tahun lalu
sebelum menjadi sekolah dasar kategori
penggerak. “Lebih semangat dan senang
karena motivasi dari pihak ketiga
(fasilitator)”, kata Jumeiri, selaku Kepala
Sekolah SDIT Al Firdaus Nogosari. Memang
penulis mengakui dengan adanya pemantauan
secara berkala (via online maupun offline),
guru dan kepala sekolah ditantang untuk terus
berbenah dan berinovasi demi mengadaptasi
tujuan pencapaian pada kurikulum baru ini.
Hal terkahir yang ingin penulis dalami ialah
pola ketergantungan pihak eksternal dan
internal. Penulis menilai pola ketergantungan
antara pihak guru, dinas dan fasilitator sangat
tinggi apalagi di tahun-tahun awal
pendampingan (tahun pertama dari total
pendampingan selama 3 tahun hingga bisa
dikatakan mandiri) melalui pelatihan online,
in home training (IHT), bahkan bukan hanya
dilakukan pemantauan/ penilaian kelayakan
seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan
ada suatu bentuk komunikasi dalam forum
group discussion/ FGD yang berlangsung 2
arah, sehingga guru tidak merasa ditekan
karena penilaian sepihak/ terlalu disetir oleh
kemauan orang lain serta lebih merasa bebas
dari rasa takut dan cemas karena
ketidakmampuan melaksanakan kurikulum
baru ini secara penuh dan sempurna. FGD ini
bersifat diskusi bukan penilaian, sehingga
guru merasa sangat penting bagi fasilitator
untuk dapat rutin berdiskusi terkait
pengalaman dan solusi dari kekurangan
implementasi di lapangan.

B. Analisis kualitas Sumber Daya
Manusia (tupoksi yang dirinci dan
ditempatkan dalam urutan yang
benar),  dan proses waktu
implementasi apakah terburu-buru/
tidak.

Hal pertama yang ingin diteliti pada poin ini
ialah respons dari Tenaga Pendidik di Sekolah
Dasar Penggerak Kabupaten Boyolali. Penulis
sudah mewawancarai setidaknya 21 orang
tenaga pendidik (yang terdiri dari guru wali
kelas dan kepala sekolah) yang terdampak dari
kebijakan Kurikulum Merdeka ini Hasilnya
ketika penulis bertanya kepada informan
untuk memberikan skala nilai 1-10 terkait
penerimaan/ kesetujuan pada kurikulum
merdeka ini ialah mayoritas informan
menerima kebijakan ini (15 orang) , tunduk
akan kebijakan yang sudah diputuskan oleh
ahli/ atasan mereka serta pasrah dengan
keadaan/ menerima setengah hati yakni
sebanyak 6 orang. Rata-rata nilai berada di
rentang angka 6-7 poin.
Penulis menemukan adanya tenaga pendidik
yang merasa terganggu terhadap kurikulum
baru ini karena dirasa Kurikulum 2013 belum
menguasai, tiba-tiba ada kurikulum baru lagi
yang mau tidak mau harus mengulang lagi dari
awal. Penulis juga menemukan salah seorang
guru senior yang berusia 58 tahun di salah satu
satuan pendidikan di Kecamatan Juwangi,
ketika di wawancara mengaku bahwa ia
sedikit kesulitan dalam beradaptasi mengikuti
prosedur Kurikulum Merdeka ini. Ia mengaku
bahwa dalam beberapa kali kesempatan,
dirinya terpaksa meminta bantuan guru lain di
sekolahnya dalam mengerjakan tugas dan
tanggung jawabnya pada Platform Merdeka
Mengajar/ PMM. Penulis juga menemukan
kepala sekolah yang terus menerus belajar dan
mengikuti perubahan teknologi. Ia mengaku
bahwa ia berusaha sekuat tenaga dan
pemikiran untuk menjadi seorang ‘pembelajar
sepanjang hayat’. Hal ini memang bukan
omong belaka, hal ini terbukti ketika penulis
mengecek sertifikat yang berhasil ia dapatkan
ketika mengikuti pelatihan di Platform
Merdeka Mengajar/ PMM. Ia berhasil
mendapatkan 27 sertifikat yang juga
menurutnya merupakan yang terbanyak se
Kabupaten Boyolali saat penulis melakukan
wawancara pada tanggal 12 Juli 2023.
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Hal kedua yang hendak penulis dalami pada
poin ini ialah kondisi sumber daya manusia
(SDM) tenaga pendidik di satuan pendidikan
sekolah dasar. Peneliti menguji pengetahuan
tenaga pendidik dan kepala sekolah pada hal
Platform Merdeka Mengajar/ PMM. Hasilnya,
peneliti setidaknya menemukan ada beberapa
tenaga pendidik di 3 sekolah dasar penggerak
dari 10 sampel penelitian yang kurang
mengetahui esensi bahkan tidak mengetahui
isi dari platform tersebut. Peneliti merasakan
hal ini tidak wajar, mengingat 3 sekolah ini
merupakan sekolah model/ teladan seharusnya
sudah lebih maju kesiapannya dalam
membumikan prinsip-prinsip kurikulum
merdeka. Kurikulum baru yang dirancang oleh
pemerintah, sangat erat kaitannya dengan
teknologi dan informasi serta telekomunikasi
(IP-TIK).
Hal ketiga yang hendak penulis bahas ialah
momentum pelaksanaan kurikulum baru pasca
pandemi Covid-19. Hasilnya penulis menilai
proses kurikulum merdeka ini (khususnya
implementasi di lapangan) tidak terburu-buru
secara keseluruhan mengingat pandemi
Covid19 yang berdampak luas di sektor
pendidikan, bahkan ada tenaga pendidik yang
mengeluhkan sikap anak didiknya yang
menjadi kurang sopan pasca pandemi. Hal ini
mengakibatkan memang sudah seharusnya
ada transformasi di bidang pendidikan demi
menyelaraskan dan beradaptasi dengan
perkembangan zaman yang relatif terus
berubah. Hal ini juga mendorong satuan
pendidikan/guru  untuk terus berinovasi dan
kreatif dalam mengajar khususnya demi tujuan
mengejar ketertinggalan pendidikan di
Indonesia.
Penulis juga menilai pelaksanaan transformasi
pendidikan ditengah kebijakan penerapan
belajar dirumah merupakan hal yang sangat
tepat untuk dilakukan. Penelitian Bank Dunia
juga telah membuktikan terkait dampak
learning loss yang sudah sempat disinggung
oleh peneliti di bagian pendahuluan.
Perubahan paradigma pembelajaran secara
cepat menuntut tenaga pendidik serta orang

tua berinovasi dan lebih berpikir kritis demi
tetap melakukan kegiatan belajar mengajar
dimanapun anak didik mereka berada.
Adaptasi teknologi pendidikan memang harus
segera dilakukan dan dioptomalkan secara
positif sebelum anak didik hanyut oleh
dampak negatif dari IPTEK itu sendiri
ketimbang menjauhkan dan menghindari
teknologi itu di kehidupan sehari-hari. Namun,
memang penulis menemukan banyak kendala
dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga
pendidik di lapangan, salah satunya ialah
sudah banyaknya peserta didik dari sampel
sekolah penggerak yang diteliti oleh penulis,
kecanduan terhadap game online maupun
offline karena kurangnya pengawasan dan
sosialisasi dari orang tua maupun guru itu
sendiri. Dampaknya, anak didik dan juga
tenaga pendidik mengalami kesulitan dalam
mengejar adaptasi dan penyesuaian sesuai
kehendak tenaga pendidik karena sang anak
sudah terbiasa dalam penggunaan IPTEK
untuk keperluan hobi dan kesenangan pribadi
dalam mengisi waktu luang.

C. Analisis hubungan keterkaitan
antar elemen (komunikasi antar
tenaga pendidik, optimalisasi
penggunaan IPTEK) beserta
efektvitas/ dampak yang dirasakan.

Hal pertama yang hendak dibahas ialah
hubungan antara guru dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Darmanto,
mengaku terus berupaya menjalin komunikasi
dan koordinasi dengan seluruh elemen satuan
pendidikan yang tersebar di wilayah tanggung
jawabnya. Ia mengaku bahwa seluruh satuan
pendidikan di 22 Kecamatan sudah siap semua
dalam mengimplementasikan kurikulum
merdeka ini, “yang paling penting kita
tunjukan keberpihakan kita kepada mereka”,
ucap Darmanto ketika ditemui di kantornya
(20/02/2023). Darmanto juga berpendapat
bahwa semua sarana-prasarana cukup dalam
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hal akses masuk sekolah hingga ke ujung
gunung (bukan sapras digitalisasi sekolah).
“Kami memperhatikan semua hal itu karena
merupakan hal yang vital” (SDM, Sapras, dan
kurikulum), ucap Darmanto.
Penulis juga bertanya kepada tenaga pendidik
serta kepala sekolah terkait hubungan mereka
selama ini dengan dinas pendidikan dan
kebudayaan Kabupaten Boyolali. Hasulnya
rata-rata tenaga pendidik memiliki hubungan
yang baik dengan penilik/ penjamin mutu dan
evaluasi pendidikan di satuan pendidikan
tempat ia mengajar. Penulis tidak menemukan
keluhan dari guru yang disampaikan terkait
penilik/ pengawas Sekolah Dasar selama
kurun waktu setahun terakhir.Salah satu
penilik sekolah Dasar di Kabupaten Boyolali,
Kuswinarni misalnya, mengaku bahwa ia dan
teman-teman pengawas akan terus mendorong
guru dan kepala sekolah sebagai garda
terdepan sekolah percontohan dalam
mengimplementasikan kurikulum baru ini
melalui pelatihan, bertukar pikiran terkait
kendala dan masalah yang dialami tenaga
pendidik hingga bantuan modal berupa uang
jika diperlukan.
Hal kedua ialah hubungan antara guru dengan
fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat. Hasilnya dari pengakuan salah satu
guru wali kelas I di satuan pendidikan
Kecamatan Kemusu, ia menganggap
fasilitator masih tebang pilih dalam
memfasilitasi dan memberikan ilmu bagi
semua tenaga pendidik di satuan pendidikan
yang diampu. ia merasa iri hingga canggung
terhadap kecakapan yang ia miliki (bahkan
dapat dikatakan sebagai keterbatasan
mengajar) akibat kurangnya rasa percaya diri.
Solusi dari guru yang kurang motivasi di
sekolah penggerak ialah ia hanya bisa
memotivasi dirinya sendiri untuk terus belajar
dan bergerak beradaptasi dengan teknologi
seiring perubahan zaman secara mandiri
(otodidak).
Penulis menganggap hal ini tidak wajar
mengingat sekolah penggerak ialah model
satuan pendidikan yang dijadikan sebagai

teladan/percontohan bagi satuan pendidikan
lainnya di sekitar, namun, dukungan dari
fasilitator belum bersifat menyeluruh ke
semua guru bahkan pihak sekolah. Bahkan,
setelah ditelusuri oleh peneliti, fasilitator
ternyata belum pernah mengunjungi sekolah
yang ia ampu karena berada di daerah
pedalaman Boyolali (komunikasi hanya
bersifat online) karena kesibukan fasilitator
yang merangkap jabatan. Hal inilah yang
menjadi salah satu tantangan bagi
implementasi kebijakan yang baru. Secara
garis besar penulis berpendapat memang
selama ini rata-rata fasilitator yang ditunjuk
oleh Pemerintah Pusat telah melaksanakan
tugas dan kewajibannya, namun belum
optimal karena masih terdapat kendala dalam
kurangnya koordinasi dan keterbatasan
komunikasi di lapangan
Hal ketiga peneliti hendak mendalami respons
orang tua/ wali murid terhadap perubahan
paradigma pembelajaran dan hubungan
mereka dengan guru. Hasilnya respons orang
tua/ murid terbelah, sebagian setuju dan
mendukung kurikulum baru ini, sebagian lagi
pesimis terhadap tujuan yang hendak dicapai
oleh kurikulum ini. Penulis memetakan rata-
rata orang tua/ wali murid yang pesimis,
terletak di daerah pinggiran Kabupaten
Boyolali yang rata-rata memiliki pekerjaan
informal seperti petani. Peneliti bahkan
menemukan orangtua yang tidak setuju anak
didiknya jika sampai belajar ke sawah (turun
lapangan) ketika Pelajaran P5 dan lebih
memilih untuk duduk rapih di bangku sekolah
mengikuti instruksi dari gurunya. Tenaga
pendidik merespons hal ini dengan tetap
memilih teguh dan patuh terhadap esensi
kurikulum Merdeka yang lebih menggali
minat dan bakat peserta didik dengan cara
turun ke lapangan sesuai arahan dari
fasilitator. Penulis menilai bahwa para orang
tua belum menyadari fungsi edukatif bermain
bebas.
Repons positif tentunya juga di dapatkan oleh
penulis ketika melakukan pengumpulan data
di lapangan. Penulis paling tertarik terhadap
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dukungan dan dorongan yang dilakukan oleh
orangtua/ wali murid yang mempercayakan
anak didiknya.
Penulis juga menemukan fakta bahwa semua
sekolah dasar penggerak yang diteliti memiliki
kelompok/ grup koordinasi antara tenaga
pendidik (guru) dengan orangtua/ wali murid.
Bahkan, ada yang berbentuk paguyuban. Hal
ini tentunya dapat mempermudah komunikasi
demi tercapainya kolaborasi antara tenaga
pendidik di sekolah dan di rumah untuk
perkembangan peserta didik. Rata-rata tenaga
pendidik menyampaikan bahwa keluhan
orangtua/ wali murid bertumpu pada sikap
anak pasca pandemi Covid19, bukan berupa
penolakan terhadap esensi kurikulum baru ini.
Tentunya hal ini masih dapat diatasi dengan
solusi konkret jangka menengah (pola ajar)
maupun panjang (transformasi dan adaptasi
teknologi pendidikan) yang dirancang satuan
pendidikan dan dilaksanakan oleh tenaga
pendidik di lapangan.
Hal terakhir yang ingin dibahas penulis pada
poin ini ialah dampak efektivitas yang sudah
dirasakan dan yang akan dirasakan. Penulis
menemukan fakta bahwa dalam penerapan
kurikulum baru ini, anak/ peserta didik dan
orangtua/ wali murid ikut serta berpartisipasi
dan berkontribusi dalam kegiatan pendidikan
di satuan pendidikan sampel penelitian
Penulis juga menemukan dampak penerapan
kurikulum ini terhadap adaptasi
perkembangan teknologi pendidikan di satuan
pendidikan dasar, khususnya sekolah
penggerak sebagai sampel penelitian.
Hubungan dengan kesiapan teknologi
ditemukan pada pemanfaatan Platform
Merdeka Mengajar/ PMM dalam melakukan
analisis awal kelebihan dan kekurangan
peserta didik sebelum tahun ajaran baru yang
dilakukan via online, nantinya setelah murid
mengisi asesmen, guru dapat dengan mudah
membedakan karakteristik setiap murid yang
berbeda-beda dengan perlakuan yang berbeda-
beda juga.

Memang dampak secara konkret/ rill
Kurikulum Merdeka ini baru dapat dirasakan

pada tahun 2025 ketika ada penilaian
Programme International Students Assesment/
PISA yang dilakukan oleh Organization for
Economic Co-operation and Development/
OECD yang dilakukan setiap 3 tahun sekali
pada anak berumur 15 dalam mengukur
kemampuan matematika, sains, dan literasi
membaca. Tentunya banyak pihak termasuk
penulis mengharapkan kemajuan bangsa
Indonesia pada peringkat pendidikan dengan
diterapkannya instrumen kurikulum baru ini
dalam membantu mengadaptasi
perkembangan teknologi pendidikan
kedepannya.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi
kurikulum yang baru disahkan pada tahun
2022 ini baru dalam tahap proses adaptasi dan
penyesuaian awal di lapangan, justru ada
banyak satuan pendidikan, khususnya di
tingkat satuan sekolah dasar yang sangat
terbantu dengan adanya Program Sekolah
Penggerak dalam mempercepat transformasi
dengan teknologi pendidikan. Program
Sekolah Penggerak ini dirintis untuk
mempercepat langkah transformasi di setiap
satuan pendidikan agar dapat segera
melaksanakan Kurikululum Merdeka secara
utuh dan menyeluruh, namun, karena
keterbatasan anggaran dan biaya, maka
dilaksanakan seleksi yang cukup ketat yang
bertumpu pada kemampuan kepala sekolah
sebagai ujung tombak keberhasilan satuan
pendidikan di lapangan.

Anggapan awal penulis bahwa Program
Sekolah Penggerak merupakan garda
terdepan/ contoh teladan dalam implementasi
Kurikulum Merdeka yang pasti sudah siap
dalam melaksanakan kurikulum baru ini di
lapangan tidak sepenuhnya benar. Masih
banyak kekurangan yang ditemukan oleh
penulis di satuan pendidikan dasar sebagai
sampel penelitian seperti kesiapan sumber
daya manusia tenaga pengajar dan kepala
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sekolah. Hal ini tentunya menjadi tantangan
kedepan dalam proses adaptasi dengan
teknologi pendidikan di satuan pendidikan
dasar seperti penggunaan Platform Merdeka
Mengajar/ PMM dan aplikasi serupa terkait
dengan instrumen pembantu digitalisasi
pendidikan.

Dalam temuannya, peneliti menemukan
bahwa tidak terjadi penolakan yang berarti
dari tenaga pendidik maupun orang tua
terhadap penerapan kurikulum baru ini, hal ini
berdampak bahwa walaupun kurikulum ini
kurang mendapat dukungan dari pihak
internal/ eksternal di berbagai satuan
pendidikan, namun, kurikulum ini dapat terus
berjalan karena dorongan dari Pemerintah
Pusat melalui Kementerian dan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan terkait,
khususnya di Kabupaten Boyolali. Pola
ketergantungan pelaksanaan kurikulum antara
satuan pendidikan dengan lembaga internal
dan eksternal ini juga dinilai masih sangat
tinggi karena masih berada di tahap awal/
proses pertama dalam implementasi di tahun
pertama. Hubungan keterkaitan antar elemen
juga sudah mulai dirasakan khususnya pada
beberapa sekolah dasar penggerak melalui
komunikasi antar tenaga pendidik dengan
pihak internal maupun eksternal, serta
optimalisasi penggunaan IPTEK dan IPTIK
dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di
kelas salah satunya dengan Platform Merdeka
Mengajar/ PMM.

SARAN

 Ketidaksiapan tenaga pendidik dan
satuan pendidikan untuk menerapkan
kurikulum baru ini dapat diatasi
dengan revolusi pola pikir/ mindset
yang akan menentukan pemikiran,
perilaku dan respons seseorang
maupun sekelompok orang terhadap
perubahan.

 Setiap elemen harus terus menjadi
pembelajar sejati yang punya
kegigihan serta passion yang kuat

(grit). Menurut Angela Durkworth
(2016), orang yang memiliki bakat
akan dikalahkan oleh orang yang
memiliki grit karena orang itu
memiliki tujuan, harapan, minat dan
ikhtiar

 Transformasi pendidikan harus terus
berlanjut dengan penerapan IPTEK
dan IPTIK hingga guru dapat menjadi
sumber inspirasi. Ada pepatah yang
mengatakan bahwa “Guru yang biasa
bisa menyampaikan, guru yang baik
bisa menjelaskan, guru yang luar biasa
dapat menginspirasi, menggerakan
hati, pikiran dan tindakan orang lain”

 Tenaga pendidik harus memiliki
Growth Mindset yang yakin bahwa
dirinya berubah, baik kemampuan,
bakat, kebiasaan bahkan IQ. Mereka
umumnya akan mempunyai kekuatan
kemauan tinggi yang berani bermimpi
dan bercita-cita besar.

 Tenaga pendidik dan peserta didik
dapat menumbuhkan sikap rasa
memiliki/saling memiliki (sense of
belonging) dalam menjaga dan
merawat sarana dan prasarana
penunjang pendidikan yang sudah ada
dan yang akan ada.
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